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PUTUSAN

Nomor 0161/Pdt.G/2020/PA.Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan

sela dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer,

tempat  kediaman  di  Lingkungan  XXXXXXX,  Kelurahan

XXXXXXXIII,  Kecamatan  XXXXXXX, Kabupaten  Wakatobi,

sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Magang

(Puskesmas  XXXXXXX),  tempat  kediaman  di  Jalan Poros

XXXXXXX,  Desa  XXXXXXX,  Kecamatan  XXXXXXX,

Kabupaten Buton, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Majelis  telah  menjatuhkan  putusan  sela  Nomor

0161/Pdt.G/2020/PA.Wgw yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1.Memerintahkan  kepada  Pemohon untuk  mengucapkan  sumpah

pelengkap  (Suppletoir);

2.------------------Menangguhkan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa  Pemohon  dalam  persidangan  telah  mengucapkan  sumpah

pelengkap  (suppletoir)  dengan  rumusan  sumpah  yang  berbunyi  “saya

bersumpah bahwa segala apa yang saya uraikan dalam dalil-dalil permohonan

saya itu adalah benar semuanya”;
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Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada

pokoknya Pemohon tetap  pada  permohonannya  untuk  bercerai  dengan

Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengucapkan sumpah yang

dibebankan  kepadanya  itu,  maka  permohonan  tersebut  di  atas  dipandang

terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa rumah tangga  Pemohon dan Termohon  telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran sehingga dapat menimbulkan kebencian antara

Pemohon dan  Termohon  serta  menghilangkan  rasa  cinta  dan  kasih  sayang

Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa jika dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan

kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan

dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti

yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa  dalam  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon

telah  mengalami  kegoncangan,  Pemohon  sebagai  suami  tidak  ada  lagi

keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah

hidup  berpisah sejak  bulan  Oktober  2018  sampai  sekarang perpisahan  ini

semakin  memperkeruh  dan  semakin  menghilangkan  rasa  cinta  dan  kasih

sayang dalam  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon,  hal  ini

ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang,  bahwa  kekecewaan  dan  kebencian  Pemohon  tehadap

Termohon merupakan gejolak jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan

Pemohon tehadap Termohon yang sulit untuk disatukan kembali;
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Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

ada  lagi  harapan  saling  kerjasama  (mutual  cooperation),  saling  membantu

(mutual help), saling pengertian (mutual understanding), saling hormat (mutual

respect)  dan  saling  memenuhi  kewajiban-kewajiban  pelaksanaan  kehidupan

rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan

kasih  saksing  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat  kehidupan  keluarga

tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang

digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur’an surah

Ar-Rum  ayat  21  yang  mencita-citakan  kehidupan  keluarga  (suami-isteri)

sakinah (tentram dan damai), mawaddah (saling mengasihi) warahmah (saling

menyayangi) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai

tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

pasal  2  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991,  tentang Kompilasi  Hukum

Islam.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kesimpulan  Pemohon  di  depan

persidangan,  yakni  Pemohon  berketetapan  hati  ingin  bercerai  dengan

Termohon  dan  Pemohon  dalam keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani,  hal  ini

memberikan  indikasi  bahwa  Pemohon  tidak  ada  lagi  keinginan  untuk

membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon

agar  rukun  kembali  dengan  Termohon  akan  tetapi  tidak  berhasil,  hal  ini

memberikan  indikasi  bahwa  Pemohon  tidak  dapat  mempertahankan  rumah

tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila

dipaksakan  untuk  diteruskan,  maka  akan  membawa  mafsadat  lebih  besar

daripada maslahatnya,  hal  ini  perlu  dihindari  sesuai  dengan kaidah fiqhiyah

yang berbunyi :

المصالح جلب على م مقد المفاسد رء د

Artinya :  Menolak  kemafsadatan  lebih  didahulukan  daripada  menarik
kemaslahatan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan

Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi  dalam rumah tangga,  sehingga  permohonan  Pemohon telah  memenuhi

alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo Pasal  19  Huruf  (f)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 116 Huruf (f) Instruksi Presiden Nomor

1 Tahun 1991, tentang Kompilasi  Hukum Islam, oleh karena itu permohonan

Pemohon pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal  131 ayat  [2]  Instruksi  Presiden

Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi  Hukum Islam, maka Majelis Hakim

dapat  menetapkan memberi  izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak

terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan

kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta  hukum syara’

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Termohon telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2020/PA.Wgw

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk  menjatuhkan

talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang

Pengadilan Agama Wangi Wangi;  

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);  

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  musyawarah  majelis  yang

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020  Masehi bertepatan

dengan  tanggal  21  Muharram 1442  Hijriyah oleh  kami  Abu  Rahman  Baba,

S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. dan

Muhammad Rizky Fauzan, Lc. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,

putusan  tersebut  diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam sidang  terbuka  untuk

umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan

dibantu  oleh  Abd.  Rahim,  S.Ag  sebagai  Panitera,  dengan  dihadiri  oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

ABU RAHMAN BABA, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

MUHAMAD AZKA RAFIYULLAH

MUHTAROM S.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD RIZKY FAUZAN, Lc.

Panitera,

ttd

ABD. RAHIM, S.Ag.
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Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 935.000,00

-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp             6.000,00  

Jumlah : Rp 1.051.000,00

(satu juta lima puluh satu ribu rupiah) 
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